
 

ABSTRAK 

Di Indonesia saat ini kasus tindak pidana korupsi sudah sangat marak, dari kasus korupsi tersebut 

banyak sekali koruptor yang lebih memilih pidana tambahan (subsaider) daripada mereka harus 

mengembalikan kerugian keuangan negara,mereka berfikir bahwa lebih baik menambah 

hukuman dari pada harus mengembalikan kerugian keuangan nergara yang jumlahnya sebanyak 

banyaknya sesuai dengan jumlah yang mereka korupsi. Penulis menggunakan jenis penelitian 

Normatif yaitu dengan mengkaji mengapa terpidana tindak pidana korupsi lebih memilih pidana 

tambahan(subsider) dari pada harus mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana 

proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta bagaimana 

akibat hukum apalia terpidana tidak mengembalikan kerugian keuangan negara Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak 

pidana korupsi dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengembalian kerugian negara 

akibat pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya 

tindak pidana korupsi adalah faktor ekonomi dan jabatan. Di kota Yogyakarta sendiri masih 

banyak terpidana tindak pidana korupsi yang memilih pidana tambahan (subsaider) dari pada 

mengembalikan kerugian keuangan negara tapi ada juga terpidana yang mau mengembalikan 

kerugian keuangan negara, tetapi hal tersebut tidak akan mengapus tuntutan pidana yang telah di 

dakwakan kepadanya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 Undang – Undang korupsi. 
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